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dukungan minimal pemilih dan sebaran di setiap 

provinsi; 

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan 

jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran untuk 

Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua 

Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua 

Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran 

sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal 

Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6832); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 

tentang Kode, Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1253); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan 

Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional 

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan 

Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional 

Pemilihan Umum Tahun 2019; 
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 

Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran 

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan 

Pulau Tahun 2021; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 

2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal 

Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan 

Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Tahun 2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 478 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN 

JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN 

SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN 

MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN 

PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024. 

KESATU :  Menetapkan perubahan hasil penghitungan jumlah 

dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan hasil 

penghitungan jumlah dukungan minimal pemilih dan 

sebaran kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Provinsi 

Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi 

Papua Barat Daya berdasarkan: 

a. jumlah penduduk yang termuat di dalam: 

1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 

2019; 

2. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2020; dan/atau  

3. Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
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dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020; dan 

b. data wilayah yang termuat dalam Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang 

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Ketentuan setelah nomor 34 Penetapan Jumlah Dukungan 

Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan 

Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah 

Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai 

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk 

Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 ditambah 4 

(empat) nomor untuk hasil penghitungan jumlah dukungan 

minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di Provinsi 

Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua 

Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KETIGA :  Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran 

kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, 

Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, 

Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan 

sebagai dasar pemenuhan persyaratan dukungan minimal 

pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum 

anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. 
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